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KATA PENGANTAR 
 
 

 Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Peta 

Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. Hal ini sebagai bagian implementasi dari area perubahan penataan 

tatalaksana pada reformasi birokrasi yaitu adanya dokumen Peta Proses Bisnis 

Instansi Pemerintah.  

Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang 

Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi untuk 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

dalam upaya mencapai kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 

sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku 

kepentingan.  

Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada 

dokumen Peta Proses Bisnis Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, untuk segala saran, kritikan dan masukan yang 

bersifat perbaikan sangat diharapkan.  

Semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam 

penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal. 
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PENDAHULUAN 
 

I. Latar Belakang 
 

Reformasi birokrasi  dilakukan untuk melaksanakan perubahan  sistematik 

dan terencana. Mencapai tatanan administrasi instansi pemerintahan yang baik, 

dan menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki sikap  profesional, efektif, 

efisien dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan pemerintahan 

yang baik dan terciptanya good governance. Good governance ini menjadi syarat 

utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan cita – cita 

bangsa dan negara. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis dan  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Proses 

Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi  bertujuan mewujudkan pelayanan 

publik yang  cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman berbasis elektronik 

diperlukan standarisasi proses bisnis yang terintegrasi berbasis elektronik.  

Proses reformasi birokrasi dilakukan  terencana dan sistematik untuk 

mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam instansi pemerintahan agar 

semakin baik dengan peningkatan efektivitas serta efisiensi birokrasi yang  

mengacu pada proses bisnis yang  dijalankan oleh birokrasi untuk menghasilkan 

output serta outcome. Proses bisnis yang tidak mengacu pada hasil dan  tidak 

dapat terukur antar satu organisasi dengan unit organisasi lainnya akan 

berdampak pada hasil pelaksanaan program serta kegiatan yang tidak optimal. 

Oleh sebab itu, unit organisasi membutuhkan peta proses bisnis yang sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan  organisasi. 

Peta proses bisnis merupakan salah satu aset yang penting dalam suatu 

organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi mengenai organisasi tersebut 

ke dalam suatu bentuk dokumen atau database organisasi. Peta proses bisnis 

menjadi kebutuhan dan keperluan yang melibatkan setiap elemen di dalam suatu 

organisasi. Proses penyusunan peta proses bisnis dapat memastikan akurasi 

serta kelengkapan dari proses bisnis yang sudah digambarkan dalam peta proses 

bisnis sesuai rencana strategis yang ditetapkan oleh organisasi.  

 



II. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan Penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut : 

a. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien 

b. Untuk menciptakan komunikasi yang baik antar pihak internal 

maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang akan 

dijalankan sehingga mencapai visi, misi dan tujuan 

c. Untuk dijadikan aset pengetahuan yang mengintegrasi dan 

mendokumentasi secara rinci mengenai proses bisnis. Aset 

pengetahuan ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam 

pengambilan keputusan yang strategis dalam proses 

pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian 

kinerja 

Adapun manfaat dari peta proses bisnis sebagai berikut ini : 

a. Memudahkan dalam melihat potensi dari suatu permasalahan yang 

ada dalam pelaksanaan suatu proses bisnis didalam suatu 

organisasi sehingga dapat menghasilkan solusi yang terarah untuk 

penyempurnaan proses bisnis 

b. Menjadi suatu standar dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 

sehingga akan mempermudah dalam mengendalikan serta 

mempertahankan kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan.  

 

III. Ruang Lingkup  

Pembuatan serta penyusunan peta proses bisnis ini dilakukan oleh 

seluruh perangkat daerah. Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis 

meliputi kegiatan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal 

Terpadu Satu Pintu Kota Malang sesuai dengan dokumen rencana strategis 

serta rencana kerja organisasi. 
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P1 KETENAGAKERJAAN 
 



 



 





 



 

 

 

N1 KETENAGAKERJAAN 
 



N1.1.1 Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Komptenesi 



N1.1.2 Pengesahan Perjanjian Magang Dalam Negeri 



N1.1.3 Monitoring Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.2.1 Pelayanan AK 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.2.2 Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.2.3 Pelayanan Rekomendasi Paspor CPMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.3.1 Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK, THR dan Penanganan May Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.3.2 Pembinaan Tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N1.3.3 Pembinaan Peraturan Syarat-syarat Kerja, Penngupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

P2 PENGEMBANGAN IKLIM 

DAN PENANAMAN MODAL 
 







 



 

 
 

N2 PENGEMBANGAN IKLIM 

DAN PENANAMAN MODAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N2.1.1 Pengembangan Potensi Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N2.2.1 Promosi Melalui Media Publikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N2.2.2.1 Kemitraan Pelaksana Event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

P3 PENGENDALIAN, 

PENGADUAN, DATA DAN 

INFORMASI 
 









 



 

 
 

N3 PENGENDALIAN, 

PENGADUAN, DATA DAN 
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N3.1.1.1 Pemantauan Realisasi Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.1.1.2 Pengawasan Kepatuhan Perusahaan Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.1.1.3 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.1.2 Pelaporan Realisasi Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.2.1 Pengelolaan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.3.1 Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N3.3.2 Pembinaan dan Penyuluhan Layanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

P4 PELAYANAN PERIZINAN 

DAN NON PERIZINAN 
 







 



 

 
 
 

N4 PELAYANAN PERIZINAN 

DAN NON PERIZINAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N4.1.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N4.1.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Eksparsosbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N4.2.1 Verifikasi dan Validasi Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N4.2.2 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

P5 UMUM DAN  

KEPEGAWAIAN 
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N5.1 Penyusunan Rencana Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N5.2 Penerimaan, Pendistribusian Surat dan Kearsipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N5.3 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Keprotokolan serta Hubungan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N5.4 Perencanaan Kebutuhan Kepegawaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N5.5 Pelaksana Pengadaan, Perawatan, Pengamanan Aset, Pertanggungjawaban Barang dan Inventaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5.6 Penyusunan SP dan SOP 



N5.6 Penyusunan SP dan SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N5.7 Menyiapakan Bahan Survey Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

P6 ANALIS PERENCANA 

 MUDA 
 









 



 

 
 

N6 ANALIS PERENCANA 

 MUDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



N6.1 Penyusunan Rencana Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N6.2 Penyusunan Renstra, Renja, Program Kegiatan dan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N6.3 Melaksanakan Rencana Anggaran, PK dan Pelaporan Capaian Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

P7 ANALIS KEUANGAN 
 













 

 



 

 
 

 

N7 ANALIS KEUANGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N7.1 Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N7.2 Melaksanakan Penatausahaan Keuangan dan Pengelolaan Akuntansi Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N7.3 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N7.4 Melaksanakan Penerimaan, Pengadministrasian, dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N7.5 Pelaksanaan Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan 

 


